Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Pbr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai
gugat antara:
Penggugat, umur 44 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
Melawan

Tergugat umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,
kewarganegaraan Indonesia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK Ota
Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh
wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal

01 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pekanbaru dengan Register Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 01

Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2018 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kota
Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No.

XXXXXXXXXXX tertanggal 10 September 2018;
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2.Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat yang beralamat di JI Sejahtera II, Blok C, no. 02, RT 04, RW 13,
Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri belum dikaruniai anak;

5.Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2019 karena
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang
selama 1 (satu) tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh
wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, meskipun Penggugat
telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak
diketemukan oleh Penggugat;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi
Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan
namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk
berperkara secara Prodeo karena Penggugat termasuk golongan yang tidak
mampu/miskin serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat
perkara ini secara cuma-cuma dan membebankan kepada negara, sesuai
dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 474/AD/V1/2020/185 yang di
Keluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxxxxx , Kecamatan Bukitraya, Kota
Pekanbaru Tertanggal 30 Juni tahun 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili
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gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-
panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
dipersidangan secara in persoon, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
907/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-
undang;

Bahwa Penggugat dalam berperkara mohon diberikan izin untuk
berperkara secara cuma-cuma atau berperkara secara prodeo dengan alasan
Penggugat termasuk salah seorang yang tidak mampu membayar biaya
perkara sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor:
474/AD/V1/2020/185 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Dingin, Kecamatan
Bukitraya, Kota Pekanbaru, tertanggal 30 Juni tahun 2020, oleh Majelis Hakim
dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan langsung dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;
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Bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim
kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka
pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum
dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang dalilinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan, bahwa sebelum terjadi
perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak
terhadap Penggugat di depan keluarga Tergugat, dan selanjutnya Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah berlangsung
sekitar 1 (satu) tahun lebih, serta tidak pernah kembali lagi, dan alamat
Tergugat sampai saat ini tidak diketahui secara pasti, baik di Indonesia, maupun
di luar negeri;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor
0452/032/1X/2018 tertanggal 10 September 2018 atas nama Penggugat dan
Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi
tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan
dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX , masing-
masing memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dengan tata
cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama XXXXXXXXXXX
e Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
e Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
e Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di
Kecamatan Bukit Raya;
e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Air
Dingin Pekanbaru:
e Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Air Dingin

Pekanbaru;
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e Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak
satu tahun lebih;
e Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
e Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
e Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena diantara mereka
terjadi pertengkaran;
e Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari
cerita Penggugat
e Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal
menikah;
e Bahwa saksi mendengar Tergugat berkata kasar pada Penggugat
bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talak pada Penggugat;
e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak
berhasil;

Saksi II. Nama XXXXXXXXXXXXXX
e Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
e Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
e Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di
Kecamatan Bukit Raya;
e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Air
Dingin Pekanbaru:
e Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Air Dingin
Pekanbaru;
e Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak
satu tahun lebih;
e Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
¢ Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
e Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena diantara mereka
terjadi pertengkaran;
e Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari

cerita Penggugat
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e Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal
menikah;

e Bahwa saksi mendengar Tergugat berkata kasar pada Penggugat
bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talak pada Penggugat;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak
berhasil,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan
tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat
tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan
mana Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses
mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun
2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam berperkara ini mohon
untuk dapat berperkara secara cuma-cuma atau secara prodeo, Majelis Hakim
dapat mengabulkannya dengan pertimbangan setelah mendengar alasan-
alasan dari Penggugat, bahwa benar Penggugat termasuk salah seorang yang
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tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang
Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat
dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara
maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk
membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan
cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang
sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tanpa diketahui lagi
keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap
kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu
yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan
Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi,
terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Kutipan Duplikat Akta
Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna
dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal
09 September 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, dan Pasal
1868 KUH Perdata bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan
demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan
dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah
orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, kedua saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan
berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau
pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan
melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan
Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat
formil dan syarat materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg,
sehingga keterangan saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup
mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti
surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari Penggugat
sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 09 September 2018, belum punya anak, serta belum
pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan
sepengetahuan dari Penggugat;

- Bahwa alamat dan tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi
secara pasti, baik di Indonesia, maupun di luar negeri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari
keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi
pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak
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ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta upaya
damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga
maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak
berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan
hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),
sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh
karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor
907/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 04 Nopember 2020, maka berdasarkan pasal
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872 Rv maka Majelis mengabulkan permohonan Penggugat dengan biaya yang

dikurangi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX ).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 166.000,-
(' seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal Muharam 1442 Hijriyah,
oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari,
M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis
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ttd ttd
Drs. Asy'ari, M.H. H. Gusnahari, S.H., M.H.
Panitera Pengganti
ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 0 .-

2. Biaya ATKRp.60.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 100.000,-
4, PNBP panggilan Rp. 0

5. Hak RedaksiRp. 0 -

6. Meterai Rp. 6.000 -

Jumlah Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya
Pekanbaru, 04 Nopember 2020

Panitera

Hj.Nuraedah,S.Ag
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